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ABSTRAK 
 
Uun Kartika Rohadi, 2008. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT 
AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 
SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA 
JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di 
Kabupaten Sukoharjo), Fakultas Hukum UNS. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban 
PPAT dan PPAT Sementara dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan 
pembuatan akta jual beli tanah, untuk mengetahui kewajiban PPAT dan PPAT 
Sementara dalam meneliti persyaratan jual beli tanah di wilayah Kabupaten 
Sukoharjo, dan untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dan PPAT Sementara 
beserta akibat hukumnya apabila dalam pembuatan akta jual beli tanah di wilayah 
Kabupaten Sukoharjo tersebut terdapat data-data yang dipalsukan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik yang bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada 
saat sekarang berdasar fakta yang tampak. Data penelitian ini meliputi data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara bebas 
terpimpin. Data Sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur, maupun 
peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. 
Untuk menentukan informan digunakan teknik purposive sample. Dalam 
penelitian hukum ini, sampel yang diambil adalah Notaris PPAT Seno Budi 
Santoso, S.H. di Kabupaten Sukoharjo dan Camat Nguter selaku PPAT Sementara 
di Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT atau PPAT Sementara di 
Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Pendaftaran Tanah, yaitu mengecek atau memeriksa kesesuaian sertifikat terlebih 
dahulu ke Kantor Pertanahan karena hal tersebut menjadi syarat pembuatan akta 
jual beli tanah. Akta yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara merupakan salah 
satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Maka, PPAT dan 
PPAT Sementara berkewajiban untuk memeriksa persyaratan jual beli tanah untuk 
sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, yakni syarat materiil dan syarat 
formil. Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut. 
Setiap sengketa tanah mengenai jual beli, PPAT atau PPAT Sementara 
dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan. PPAT atau PPAT Sementara tidak 
bertanggung jawab atas data-data palsu yang disampaikan kepadanya tanpa 
sepengetahuannya. Apabila PPAT atau PPAT Sementara tahu kalau para pihak 
menyampaikan data-data yang palsu kepadanya, dapat dikenakan Pasal 55 dan 
Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi administratif, 
dan kemungkinan dituntut ganti rugi secara perdata. Akibat hukum dari data-data 
yang disampaikan kepada PPAT atau PPAT Sementara palsu, adalah dapat 
dibatalkan. Demikian pula sertifikat tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual 
beli yang tidak sah, tentunya tidak sah pula sehingga dapat dibatalkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dengan 
struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan 
kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata 
pencaharian dibidang agraria (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki 
tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani). Sejak dahulu tanah 
sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan 
merupakan kebutuhan hidup yang mendasar.  
 
Manusia hidup, berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas 
tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang 
memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi pada saat 
meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya. 
Selain itu, tanah juga sangat penting pada masa pembangunan sekarang ini, 
dan pada kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah 
menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. 
 
Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena 
tanah penting bagi kehidupannya. Penguasaan tanah diupayakan semaksimal 
mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidupnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan jual beli. Dengan cara 
jual beli, pemilikan tanah beralih dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan 
adanya kebutuhan akan tanah, sehingga Negara kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan jaminan dan 
memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara tersebut untuk 
mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah. 
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Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting 
bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria. Akan 
tetapi, tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan 
dengan berbagai hal, seperti : 
 
1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan 
kebutuhan yang harus dipenuhi. 
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat 
perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan 
perubahan-perubahan sosial pada umumnya. 
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat 
penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan. 
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di 
lain pihak harus dijaga kelestariannya. 
(Adrian Sutedi, 2007: 1). 
 
Agar ketidakseimbangan itu tidak menimbulkan masalah, maka perlu 
diadakan peraturan yang mengatur mengenai tanah. Barulah pada tanggal 24 
September 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tanah yaitu 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria yang sekarang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA).  
 
Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 
tanggal 24 September 1960, berakhirlah masa dualisme hukum tanah yang 
berlaku di Indonesia yaitu hukum Adat dan hukum Barat. Dengan berlakunya 
UUPA, hak-hak atas tanah yang berlaku pada waktu itu baik yang dahulu 
diatur dalam Hukum Adat maupun Hukum Barat, dikonversi menjadi salah 
satu hak baru menurut UUPA. Oleh karena itu, bukan saja terjadi unifikasi 
Hukum Agraria melainkan unifikasi (kesatuan) hak-hak atas tanah. Dengan 
terciptanya unifikasi di bidang pertanahan di negara kita memberikan arti yang 
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baru bagi Hukum Agraria karena berdasarkan atas satu sistem hukum, yakni 
Hukum Agraria Nasional. 
 
Dengan adanya ketentuan UUPA, jual beli tanah tidak lagi dibuat di 
hadapan Kepala Adat atau Kepala Desa secara bawah tangan, melainkan 
dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat 
Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) apabila suatu daerah Kecamatan 
belum diangkat seorang PPAT. Dan mereka diangkat oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan syarat-syarat tertentu. 
 
Keharusan jual beli tanah dihadapan PPAT atau PPAT Sementara, 
maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kesatuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penerbitan peraturan tersebut dilakukan dalam 
rangka program pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. 
 
Sesuai Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok 
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di dalam daerah kerjanya.  
 
Peralihan hak atas tanah, termasuk jual beli juga diatur dalam Pasal 37 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 
menyebutkan bahwa  : 
 
Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui 
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, 
hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (A.P. Parlindungan, 1999: 133).  
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Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, 
maka jual beli juga harus dilakukan para pihak di hadapan PPAT yang 
bertugas membuat akta. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, 
dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi). Untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, 
pihak yang memindahkan hak, harus memenuhi syarat yaitu berwenang 
memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi 
syarat subyek dari tanah yang akan dibelinya itu. Serta harus disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya dua orang saksi. 
 
Adapun fungsi akta PPAT dalam jual beli, sesuai pendapat Mahkamah 
Agung dalam Putusannya No.1363/K/Sip/1997 bahwa Pasal 19 PP No.10 
Tahun 1961 (sekarang PP No. 24 Tahun 1997) secara jelas menentukan bahwa 
akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu 
adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah. Menurut 
Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar 
sudah dilakukannya jual beli. Akan tetapi, dalam PP No. 24 Tahun 1997 
disebutkan bahwa pendaftaran jual beli hanya boleh dilakukan dengan akta 
PPAT sebagai buktinya, sedangkan tanpa akta PPAT seseorang tidak akan 
memperoleh sertifikat, meskipun jual belinya sah menurut hukum. Oleh 
karena itu, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya 
akta tersebut, PPAT wajib mendaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk 
memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga (Adrian Sutedi, 2007: 79, 81).    
                   
Setelah pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, tidak begitu saja 
persoalan di antara kedua belah pihak selesai melainkan kemungkinan pihak-
pihak lain pun terkait di dalamnya, disebabkan semula adanya itikad tidak 
baik dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli tanah tersebut. Misalnya 
pemalsuan tanda tangan istri dari pihak penjual seakan-akan pihak istri 
memberikan persetujuan, kemudian tuntutan akan datang dari istri yang 
sebenarnya untuk meminta pembatalan atas jual beli tanah yang telah dibalik 
nama ke atas nama pembeli. Selain itu, dalam hal terjadinya pemalsuan 
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identitas dan keterangan yang tidak benar yang telah diberikan oleh 
penghadap sehubungan dengan pembuatan akta. 
 
Sehingga tidak sedikit kasus mengenai data-data yang dipalsukan yang 
berakhir pada sengketa sering mengemuka, baik di media cetak maupun 
elektronik dan bahkan yang tidak terpublikasikan pun banyak. Mungkin dalam 
jangka pendek, pembeli tidak mengalami gugatan dari pihak lain, tetapi dalam 
jangka panjang pembeli akan mengalami gugatan dari pihak lain yang merasa 
memiliki hak atas tanahnya.  
 
Dengan adanya cacat hukum pada suatu akta dapat menyebabkan tidak 
sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian. Berkaitan dengan hal 
tersebut, PPAT atau PPAT Sementara yang bersangkutan dapat melakukan 
pembelaan meskipun didalam ketentuan hukum tentang PPAT belum diatur 
mengenai hal tersebut; dengan adanya jaminan kebenaran yang diberikan oleh 
penghadap yang dimuat didalam akta tersebut sebagai akta partij (akta para 
pihak) yang sesuai dengan kehendak/keterangan yang telah diberikan dimana 
PPAT atau PPAT Sementara bukanlah pihak yang berwenang untuk 
melakukan penyidikan atas kebenaran dan keaslian dari identitas penghadap, 
melainkan bertindak berdasarkan bukti materiil yang telah lengkap yang 
diberikan kepadanya. Apabila PPAT atau PPAT Sementara dituntut oleh pihak 
ketiga yang merasa dirugikan ataupun diminta sebagai saksi di Pengadilan 
maka hal tersebut hanya sebatas dimintakan keterangan sehubungan akta yang 
dibuatnya, disamping itu PPAT atau PPAT Sementara pun dapat meminta 
perlindungan hukum/upaya pembelaan kepada IPPAT sebagai suatu organisasi 
profesi dimana ia bernaung. 
 
Dalam hal ini, posisi PPAT atau PPAT Sementara sebatas sebagai 
saksi dan PPAT atau PPAT Sementara tidak bertanggunggugat atas 
ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila kesalahan 
disebabkan oleh para pihak. Tapi apabila PPAT atau PPAT Sementara terbukti 
bersalah maka ia dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, 
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juga tidak tertutup kemungkinan dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan 
secara perdata (Mahatman Filiano Sutawan. Tanggungugat Notaris Selaku 
PPAT Dalam Sengketa Perdata Jual Beli Hak Milik Atas Tanah. 
<http://adln.lib.unair.ac.id> ).  
 
Apapun yang terjadi, seorang PPAT atau PPAT Sementara dalam 
menjalankan tugas jabatannya harus disertai dengan tanggung jawab dan 
kepercayaan diri yang penuh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan 
baik dan benar serta siap untuk bertanggungjawab jika terjadi kesalahan baik 
yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam setiap tindakannya. 
 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 
lanjut dan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban PPAT dan 
PPAT Sementara dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan 
pembuatan akta jual beli tanah, kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam 
meneliti persyaratan jual beli tanah, dan tanggung jawab PPAT dan PPAT 
Sementara beserta akibat hukumnya apabila dalam pembuatan akta jual beli 
tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo tersebut terdapat data-data yang 
dipalsukan.  
  
 Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum dengan judul, 
sebagai berikut : 
 
“TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) 
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT 
SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH 
BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Kabupaten 
Sukoharjo)”. 
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B. Rumusan Masalah 
 
Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada, nantinya dapat 
dibahas lebih terarah dan sesuai sasaran, maka sangat penting bagi penulis 
untuk merumuskan permasalahan.  
 
Adapun masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum 
(skripsi) ini, adalah : 
 
1. Apakah kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam pemeriksaan status 
tanah sebagai persiapan pembuatan akta jual beli tanah sudah 
dilaksanakan? 
2. Apakah kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam meneliti 
persyaratan jual beli tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo?  
3. Bagaimana tanggung jawab PPAT dan PPAT Sementara beserta akibat 
hukumnya apabila dalam pembuatan akta jual beli tanah di wilayah 
Kabupaten Sukoharjo tersebut terdapat data-data yang dipalsukan? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 
       Di dalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan tujuan 
yang jelas,  supaya terarah serta mengenai sasarannya. Adapun tujuan yang 
ingin penulis capai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
 
1. Tujuan Obyektif 
 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban PPAT dan PPAT Sementara 
dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan pembuatan akta jual 
beli tanah. 
b. Untuk mengetahui kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam 
meneliti persyaratan jual beli tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 
c. Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dan PPAT Sementara serta 
akibat hukumnya apabila dalam pembuatan akta jual beli tanah di 
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wilayah Kabupaten Sukoharjo tersebut terdapat data-data yang 
dipalsukan.  
 
2. Tujuan Subyektif 
 
a. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam 
penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan 
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam 
penelitian hukum pada khususnya di bidang hukum Agraria. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
 
Di dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan 
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 
umumnya, dan Hukum Agraria pada khususnya. 
b. Diharapkan  hasil penelitian ini dapat sebagai latihan menerapkan teori 
yang diperoleh sehingga menambah pengalaman dan pengetahuan 
ilmiah dengan cara membandingkan dengan praktek. 
 
2. Manfaat Praktis 
 
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-
pihak yang berkepentingan mengenai pembuatan akta jual beli tanah. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk 
pembinaan dan pengawasan kepada para penjual maupun pembeli 
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beserta PPAT dan PPAT Sementara dalam pembuatan akta jual beli 
tanah. 
 
E. Metode Penelitian 
 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa, dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten (Soerjono Soekanto, 1986: 42). Sedangkan Penelitian hukum 
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dengan hasil 
yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang 
seyogianya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marjuki, 2006: 41). 
 
Agar data dari suatu penelitian yang diperoleh dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih 
metode penelitian supaya sesuai dan mengenai pada masalah yang menjadi 
obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut : 
 
1. Jenis Penelitian 
 
       Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu 
penelitian yang berusaha mengidentifikasikan hukum yang terdapat dalam 
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya 
(Soerjono Soekanto, 1986: 10, 15).  
 
2. Sifat Penelitian 
 
       Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian 
deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat 
sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 
untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 
masyarakat (Amiruddin, 2006: 25). Dalam penelitian ini, penulis akan 
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mendiskripsikan mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) 
dalam pembuatan akta jual beli tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo 
beserta akibat hukumnya apabila ada data-data yang dipalsukan. 
 
3. Lokasi Penelitian 
 
       Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT 
Sementara) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah beserta Akibat 
Hukumnya (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)” ini dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Kantor Notaris PPAT Seno Budi Santoso, S.H. di 
Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Kecamatan Nguter selaku Kantor PPAT 
Sementara di Kabupaten Sukoharjo. 
 
       Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan wilayah 
Kabupaten Sukoharjo yang cukup luas, yaitu 46.666 Ha atau sekitar 1,43% 
dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Dan pengambilan lokasi 
di Kantor Notaris PPAT Seno Budi Santoso, S.H. di Kabupaten Sukoharjo 
karena di wilayah kerja beliau banyak transaksi jual beli tanah. Serta 
pengambilan lokasi di Kantor Kecamatan Nguter selaku Kantor PPAT 
Sementara di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan wilayah tersebut belum 
ada Kantor PPAT dan tanah di Kecamatan Nguter cukup luas yaitu 5.448 
Ha atau 11,76 % dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta sering 
terjadi transaksi jual beli tanah. 
 
       Selain itu, pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan waktu 
dan jarak lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal 
peneliti, sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data 
yang lengkap dan valid. 
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4. Pendekatan Penelitian 
 
       Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif, 
yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada 
data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga 
perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh. 
Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan 
kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya 
dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif adalah metode 
penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
 
5. Populasi dan Sampel 
 
       Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri 
atau karakter yang sama (Soerjono Soekanto, 1986: 172). Yang dimaksud 
populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak atau instansi di 
Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan pembuatan akta jual beli tanah. 
 
       Untuk menghemat waktu dan tenaga, peneliti menggunakan metode 
sampel, karena metode sampel dapat mewakili populasi yang diteliti 
tersebut. Di dalam penulisan hukum ini, cara yang digunakan dalam 
pengambilan sample yaitu teknik non random sampling/non probability 
sampling, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel atau berarti sampling 
dimana elemen sampel tidak secara acak, tidak obyektif tetapi secara 
subyektif.  
 
 Dalam non random sampling ini, mamakai metode purposive sample, 
yaitu pemilihan elemen sampel yang dilakukan secara sengaja atau berarti 
pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 
tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan populasi yang 
sudah diketahui sebelumnya (J.Supranto, 2003: 35). 
  
12 
       Dalam penelitian hukum ini, sampel yang diambil adalah Notaris 
PPAT Seno Budi Santoso, S.H. di Kabupaten Sukoharjo dan Camat 
Nguter selaku PPAT Sementara di Kabupaten Sukoharjo. 
 
6. Jenis Data 
 
       Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut 
data primer atau data dasar (primary data atau basic data), dan data yang 
kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh 
dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. 
Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan 
seterusnya (Soerjono Soekanto, 1986: 12).  
 
            Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
a. Data Primer 
 
Merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung 
melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden 
yang berhubungan dengan obyek penelitian dan praktek yang dapat 
dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun yang 
termasuk dalam data primer dalam penelitian ini, adalah hasil 
wawancara terhadap Notaris PPAT Seno Budi Santoso, S.H. di 
Kabupaten Sukoharjo dan Camat Nguter selaku PPAT Sementara di 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
b. Data Sekunder 
 
Merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari 
lokasi penelitian, atau keterangan-keterangan yang secara tidak 
langsung diperoleh tetapi cara diperolehnya melalui studi kepustakaan, 
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buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, yang 
berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. 
7. Sumber Data 
 
Berdasarkan jenis data, maka dapat ditentukan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian. Sehingga untuk memperoleh data dan 
informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data yang 
penulis pergunakan adalah : 
 
a. Sumber Data Primer 
 
Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait 
langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang 
menjadi sumber data primer adalah Notaris PPAT Seno Budi, S.H. di 
Kabupaten Sukoharjo dan Camat Nguter selaku PPAT Sementara di 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
b. Sumber Data Sekunder 
 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara 
tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi 
sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder 
adalah buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan, yang 
berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. 
 
8. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan 
penelitian. Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan 
kulitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul 
data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian 
mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus 
dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, 
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dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan 
pengukuran (Amiruddin, 2006: 65). 
 
Maka dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut : 
 
a. Studi Lapangan 
 
       Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap 
obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer, dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara (interview). 
 
       Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, 
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 
relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden 
(Amiruddin, 2006: 82). 
 
       Jenis Interview ada tiga, yaitu  
1) Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, 
tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. 
2) Interview terpimpin, yaitu Interview yang dilakukan oleh 
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 
terperinci. 
3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara Interview bebas 
dan Interview terpimpin 
(Moh. Yamin, 2007: 4). 
 
       Jenis Interview (Wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini, 
adalah Interview bebas terpimpin, karena daftar pertanyaan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 
 
  
15 
       Wawancara dilakukan terhadap nara sumber, yaitu Notaris PPAT 
Seno Budi Santoso, S.H. di Kabupaten Sukoharjo dan Camat Nguter 
selaku PPAT Sementara di Kabupaten Sukoharjo. 
 
b. Studi Kepustakaan 
 
Yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari data dan 
menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada 
permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan, antara 
lain buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. 
 
9. Teknik Analisis Data 
 
       Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, 
sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam 
pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan oleh 
respoden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 
250). 
 
       Analistis data tersebut tidak hanya terbatas pada pengumpulan data 
yang diperoleh, tetapi juga menganalisa, dan menginterprestasikan data 
ataupun pemikiran logis, kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan 
pada penelitian data metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap 
data-data berdasar literatur dan keterangan di lapangan. Data yang 
diperoleh kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian 
reduksi data, pengolahan, dan verifikasinya dilakukan untuk saling 
menjalin dengan proses pengumpulan data. Dan apabila dirasakan 
kesimpulannya  kurang, maka perlu ada verifikasi kembali untuk 
mengumpulkan data dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka akan 
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penulis uraikan model analisis tersebut dalam suatu bagan atau skema 
sebagai berikut : (H.B. Sutopo, 1988: 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
“Interactive Model of Analys” 
 
 
       Komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
1. Pengumpulan Data adalah masa dimana penulis mencari data dan 
mencatat semua data yang masuk. 
2. Reduksi Data adalah  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan.. 
3. Penarikan Kesimpulan adalah menyimpulkan apa yang sudah 
diketahui pada awal., yaitu mengenai hal-hal yang ditemui, dengan 
mencatat pola, pernyataan, konfigurasi, sebab akibat dan proporsi. 
4.  Sajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
 
Pengumpulan Data 
Penarikan Kesimpulan 
atau Verifikasi 
Sajian Data Reduksi Data 
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F. Sistematika Skripsi 
 
Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan 
penulisan hukum, maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi ini. 
Sebelum memasuki isi pembahasan, terlebih dahulu penulis sertakan bagian 
pendahuluan yang terdiri dari halaman pelengkap, yaitu halaman judul, 
halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman 
motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, 
halaman daftar isi, kemudian dilanjutkan pendahuluan, tinjauan pustaka, 
pembahasan dan penutup dari penulisan skripsi yang tersistematik sebagai 
berikut : 
 
BAB I    PENDAHULUAN                
Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara 
singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 
penulisan.  
 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu mengenai tinjauan umum 
tentang PPAT, tinjauan tentang PPAT Sementara, tinjauan tentang 
jual beli tanah, tinjauan tentang akta jual beli tanah, dan tinjauan 
tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah. 
 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh 
peneliti di lapangan dan pembahasannya yang meliputi deskripsi 
lokasi penelitian, pelaksanaan kewajiban PPAT dan PPAT 
Sementara dalam pemeriksaan status tanah sebagai persiapan 
pembuatan akta jual beli tanah, kewajiban PPAT dan PPAT 
Sementara dalam meneliti persyaratan jual beli tanah di wilayah 
Kabupaten Sukoharjo. Dan tanggung jawab PPAT dan PPAT 
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Sementara beserta akibat hukumnya apabila dalam pembuatan akta 
jual beli tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo tersebut terdapat 
data-data yang dipalsukan.  
 
BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan bagian 
penghubung antar bab di atas dan penutup dari skripsi ini. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Kerangka Teori 
1.  Tinjauan Umum tentang PPAT  
c. Pengertian PPAT 
 
Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimuat dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 1 
angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan 
Tanah (UUHT), menyebutkan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang 
untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan 
Hak Tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak 
Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang 
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah”. 
 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum 
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”. 
 
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 
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hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun”. 
 
Dari keempat peraturan perundang-undangan di atas 
menunjukkan bahwa kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
adalah sebagai pejabat umum. Namun dalam peraturan perundang-
undangan tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan 
pejabat umum. Maksud “pejabat umum” itu adalah orang yang 
diangkat oleh Instansi yang berwenang, dengan tugas melayani 
masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu (Boedi Harsono, 
2003: 486).   
 
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan 
demikian terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berlaku juga 
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Namun akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut 
bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, yang dimaksudkan 
oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang 
diambil Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menolak atau 
mengabulkan permohonan itulah yang merupakan Keputusan Tata 
Usaha Negara, oleh karena itu keputusan tersebut dapat dijadikan 
obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak-pihak 
yang merasa dirugikan (Boedi Harsono, 2003: 436). 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT dibedakan 
menjadi 4 (empat) macam, yaitu : 
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1)   Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum 
yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 angka 1).  
 
2) Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara). 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) 
adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk 
melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan 
membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 1 angka 2). 
 
3) Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT  Khusus). 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus adalah pejabat Badan 
Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannnya untuk 
melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan 
membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan 
program atau tugas pemerintah tertentu. Pejabat Pembuat Akta 
Tanah Khusus (PPAT Khusus) hanya berwenang membuat akta 
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam 
penunjukkannya (Pasal 1 angka 3). 
 
4) Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti (PPAT Pengganti).  
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti (PPAT Pengganti) 
yaitu yang menggantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
yang berhalangan sementara, misalnya karena cuti (Pasal 38 ayat 
(3)). 
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Yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT), adalah : 
 
1) Notaris, 
2) Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan 
peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan 
peralihan hak atas tanah, 
3) Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
4) Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh 
Direktorat Jenderal Agraria 
(A.P.Parlindungan, 1991: 38). 
 
d. Tugas Pokok, dan Kewenangan PPAT 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok 
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat 
akta sebagai bukti telah dilakukannnya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.  
 
Perbuatan hukum yang dimaksud diatas adalah: 
 
1) Jual-beli, 
2) Tukar-menukar,  
3) Hibah,  
4) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng),  
5) Pembagian hak bersama,  
6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik,  
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7) Pemberian Hak Tanggungan, dan  
8) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan 
(A.P.Parlindungan, 1999: 180). 
 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang PPAT 
mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan hukum tentang hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. 
 
Kewajiban PPAT, disamping tugas pokok ialah : 
 
1) Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya 
2) Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya 
(Effendi Perangin, 1994: 6, 7). 
 
e. Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT 
 
Didalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan bahwa “ 
PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia”. PPAT diangkat untuk menjalankan 
jabatan paling lama sampai usia 65 tahun. 
 
Syarat-syarat untuk diangkat menjadi PPAT, yaitu : 
 
1) Berkewarganegaraan Indonesia. 
2) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. 
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3) Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang 
dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat. 
4) Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
5) Sehat jasmani dan rohani. 
6) Lulusan Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program 
Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga 
pendidikan tinggi. 
7) Lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri 
Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 
dengan materi :  
 
a) Hukum Pertanahan Nasional,  
b) Organisasi dan Kelembagaan Pertanahan,  
c) Pendaftaran Tanah,  
d) Peraturan Jabatan PPAT,  
e) Pembuatan Akta PPAT, dan   
f) Etika Profesi 
(A.P.Parlindungan, 1999: 186). 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhenti jabatan, karena: 
 
1) Meninggal dunia, 
2) Telah mencapai usia 65 tahun, 
3) Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan/melaksanakan tugas 
sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota yang 
lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT, 
4) Diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia, dibedakan menjadi : 
 
a) Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena : 
(1) permintaan sendiri,  
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(2) tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena kesehatan 
badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim 
pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
atau pejabat yang ditunjuk,  
(3) melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau 
kewajiban sebagai PPAT,  
(4) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota 
TNI/POLRI. 
 
b) Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena: 
(1) melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau 
kewajiban sebagai PPAT,  
(2) dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan 
kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman 
kurungan atau penjara selama-lamanya lima tahun atau 
lebih berat berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah 
memperoleh kekuatan hukum tetap,  
(3) melanggar kode etik. 
 
c) Diberhentikan untuk sementara dari jabatannya, karena : 
sedang dalam pemeriksaan Pengadilan sebagai terdakwa suatu 
perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan 
atau penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih berat dan 
baru berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
(A.P.Parlindungan, 1999: 188). 
 
f. Daerah Kerja dan Formasi PPAT 
 
Daerah Kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan 
kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas 
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tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di 
dalamnya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, bahwa “Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya”. 
 
Apabila suatu wilayah Kabupaten/Kotamadya dipecah menjadi 2 
(dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kotamadya, maka Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memilih satu wilayah kerjanya, 
dan jika dia tidak memilih maka di tempat mana dia bertugas dan ada 
kantor pertanahannya di situlah dianggap sebagai tempat 
kedudukannya dan disamping itu diberi dia tenggang satu tahun untuk 
memilih sejak diundangkannya Undang-undang pembentukan 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan jika dia tidak memilih 
salah satu dari daerah kerja tersebut, maka dianggap dia telah memilih 
kantor pertanahan di daerah kerjanya dan atas daerah kerja lainnya 
setelah satu tahun tidak lagi berwenang (A.P.Parlindungan, 1999: 193). 
 
Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang 
diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT. Berdasarkan 
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa “formasi PPAT 
ditetapkan oleh Menteri, apabila formasi PPAT untuk suatu daerah 
kerja PPAT sudah terpenuhi, maka Menteri menetapkan wilayah 
tersebut tertutup untuk pengangkatan PPAT”. 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat mengajukan 
permohonan pindah ke daerah kerja lain. Pengangkatan PPAT baru 
atau karena pindah daerah kerja, diajukan oleh yang bersangkutan 
kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia, dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala 
Kantor Pertanahan di tempat tujuan pindah, dan dari Daerah asal 
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tempat tugasnya, melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia yang bersangkutan (A.P.Parlindungan, 1999: 217). 
 
Setelah itu, PPAT yang bersangkutan mengajukan permohonan 
pengangkatan kembali PPAT yang berhenti kepada Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan tembusan kepada 
Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di daerah kerja 
semula dan daerah kerja tujuan. Permohonan pengangkatan kembali 
tersebut dapat diajukan setelah PPAT yang bersangkutan 
melaksanakan tugasnya paling kurang tiga tahun. 
 
g. Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT 
 
PPAT wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan 
Kepala Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di daerah kerja PPAT yang 
bersangkutan, sebelum menjalankan jabatannya. PPAT yang daerah 
kerjanya disesuaikan karena pemecahan wilayah Kabupaten/ 
Kotamadya, tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT untuk 
melaksanakan tugasnya di daerah kerjanya yang baru 
(A.P.Parlindungan, 1999: 194,195). 
 
Untuk keperluan pengangkatan sumpah, PPAT wajib lapor 
kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai 
PPAT, apabila laporan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan 
pengangkatan tersebut batal demi hukum. 
 
Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pengambilan sumpah 
jabatan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan 
tersebut. Pengangkatan sumpah jabatan PPAT dilakukan sesuai dengan 
agama dan keyakinan masing-masing dengan pengucapan kata-kata 
sumpah jabatan sebagai berikut : 
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 “Demi Allah Saya bersumpah” 
 
“Bahwa Saya, untuk diangkat menjadi PPAT, akan setia, dan taat 
sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah Republik 
Indonesia”. 
 
“Bahwa Saya, akan menaati peraturan perundang-undangan di bidang 
pertanahan dan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an serta peraturan 
perundang-undangan lainnya”. 
 
“Bahwa Saya, akan menjalankan jabatan Saya dengan jujur, tertib, 
cermat, dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak”. 
 
“Bahwa Saya, akan selalu senantiasa menjunjung tinggi kehormatan 
Negara, Pemerintah, dan martabat PPAT”. 
 
“Bahwa Saya, akan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapan 
Saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab Saya, yang menurut 
sifatnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus 
dirahasiakan”. 
 
“Bahwa Saya, untuk diangkat dalam jabatan Saya sebagai PPAT 
secara langsung atau tidak secara langsung dengan dalih atau alasan 
apapun juga, tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan 
sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan 
atau berjanji memberikan sesuatu kepada siapapun juga” 
(Boedi Harsono, 1999: 709). 
 
Sebagai bukti telah dilaksanakannya pelantikan dan 
pengangkatan sumpah jabatan, dibuatkan suatu Berita Acara 
Pelantikan dan Berita Acara Sumpah Jabatan yang disaksikan paling 
kurang dua orang saksi. Setelah PPAT mengangkat sumpah wajib 
menandatangani surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan jabatan 
PPAT sesuai dengan keputusan pengangkatannya. 
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h. Pelaksanaan PPAT 
 
Setelah pelaksanaan pelantikan, dan pengambilan sumpah 
jabatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaksanakan 
jabatannya secara nyata, yaitu sebagai berikut : 
 
1) Menyampaikan alamat kantornya, contoh tandatangan, contoh 
paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Ketua 
Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam 
waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan. 
 
2) PPAT harus berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya, 
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya atau 
penunjukan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. 
 
3) Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk 
dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia. 
 
4) Dalam hal PPAT juga merangkap jabatan sebagai Notaris, maka 
kantor tempat melaksanakan tugas jabatan PPAT wajib di tempat 
yang sama dengan kantor Notarisnya. 
 
5) PPAT tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan 
atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah 
kerjanya dengan maksud menawarkan jasa kepada masyarakat. 
 
6) Kantor PPAT harus dibuka setiap hari kerja kecuali pada hari libur 
resmi, dengan jam kerja minimum sama dengan jam kerja Kantor 
Pertanahan setempat. 
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7) PPAT dilarang meninggalkan kantornya lebih dari enam hari kerja 
berturut-turut kecuali sedang menjalankan cuti. 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilarang membuat akta, 
apabila PPAT sendiri, suami atau isterinya, keluarganya sedarah atau 
semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis 
ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan 
hukum yang bersangkutan baik dengan cara bertindak sendiri maupun 
melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain (A.P.Parlindungan, 
1999: 201). 
 
2. Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) adalah 
pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan 
tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan membuat akta PPAT 
di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ini adalah Kepala 
Kecamatan. 
 
 Ketentuan tentang penunjukkan PPAT sementara dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
 
a. Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kota 
yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT 
Sementara. 
 
b. Surat Keputusan Penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
 
c. Untuk keperluan penunjukan sebagai PPAT Sementara, Camat yang 
bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai PPAT Sementara 
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kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan 
melampirkan salinan atau foto copy keputusan pengangkatan tersebut. 
 
Sebelum melaksanakan jabatan, PPAT Sementara wajib 
mengangkat sumpah jabatan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan 
setempat dan didampingi Rohaniawan. Jika tidak mengangkat sumpah, 
maka akta yang dibuat tidak sah. 
 
 Jika untuk kecamatan itu telah diangkat seorang PPAT, maka 
Camat yang bersangkutan tetap menjadi PPAT Sementara, sampai ia 
berhenti menjadi Camat dari kecamatan itu. Jika karena sesuatu sebab 
(sakit atau cuti) tidak dapat menjalankan tugasnya, maka yang bertindak 
selaku PPAT Sementara ialah pegawai yang secara sah mewakilinya 
sebagai Camat (Effendi Perangin, 1994: 5). 
 
PPAT Sementara berhenti melaksanakan tugasnya sebagai PPAT 
apabila tidak lagi memegang jabatannya atau diberhentikan oleh Pejabat di 
bidang pertanahan yang sesuai dengan kewenangannya. Kalau Camat 
berhenti atau dipindahkan, maka dengan sendirinya penggantinya yang 
akan menggantikannya sebagai PPAT Sementara (A.P.Parlindungan, 
1999: 188).  
 
3.  Tinjauan tentang Jual Beli Tanah 
a. Jual Beli Secara Umum 
 
Sesuai rumusan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.  
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Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat 
sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 
adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal 
tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan 
dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian 
dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya 
keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal 
tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, 
maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal 
dianggap tidak ada perjanjian (Gunawan Widjaja, 2002: 11).  
 
b. Pengertian Jual Beli Tanah  
 
Jual beli tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang 
mempunyai tanah, yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan 
diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada 
pihak lain, yang disebut “pembeli”, sedangkan pihak “pembeli” 
berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah 
disetujui (Boedi Harsono, 2003: 27,28). 
 
Menurut hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan 
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang 
berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan 
Kepala Adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung 
keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga 
perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa 
perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara 
serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti harga tanah 
dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian.  
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Jual beli tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi dalam Pasal 5 
UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum 
Adat. Jadi pengertian jual beli tanah menurut UUPA adalah jual beli 
tanah menurut hukum adat yang telah disempurnakan/dihilangkan sifat 
kedaerahannya (Adrian Sutedi, 2007: 76). 
 
4.  Tinjauan tentang Akta Jual Beli Tanah 
a.   Pengertian Akta Jual Beli Tanah 
 
Akta dalam arti terluas adalah perbuatan, perbuatan hukum 
(rechtshandeling). Akta juga diartikan sebagai “suatu tulisan” yang 
dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum, yang mana 
tulisan ditujukan kepada pembuatan sesuatu (John Salindeho, 1993: 
58). 
 
Akta Jual Beli Tanah adalah akta autentik yang dibuat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah berkenaan dengan perjanjian yang 
bermaksud memindahkan hak atas tanah (Bachtiar Efendi, 1993: 85). 
Akta jual beli tanah sering disebut dengan akta PPAT, menurut Pasal 1 
angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa akta PPAT 
adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau atas Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun.  
 
Menurut Boedi Harsono, akta PPAT merupakan tanda bukti 
yang bersifat terang dan nyata (riil), yang merupakan syarat bagi 
sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, hingga menurut hukum 
mengikat para pihak yang melakukannya. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) adalah akta otentik.  
 
b. Fungsi Akta Jual Beli Tanah 
 
Jual beli menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dibuat dengan akta 
PPAT, sedangkan jual beli tanah yang dilakukan tanpa dihadapan 
PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada Hukum Adat yang 
sistemnya adalah konkret/kontan/nyata. Namun jual beli tanah yang 
dilakukan tanpa dihadapan PPAT masih diragukan kekuatan 
hukumnya. 
 
 Atas dasar pertimbangan itulah, maka jual beli tanah harus 
dibuat dengan akta PPAT. Adapun fungsinya adalah sebagai bukti 
telah diadakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 
Hak Milik Satuan Rumah Susun, sebagaimana dikatakan oleh Prof. 
Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian 
mengenai benar sudah dilakukannya jual beli. 
 
 Akta PPAT juga dijadikan dasar bagi pendaftaran atau 
perubahan data pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan 
dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertipikat, biarpun 
jual belinya sah menurut hukum (Adrian Sutedi, 2007: 79). 
 
5.  Tinjauan tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 
 
Peralihan atau pemindahan hak atas tanah berupa jual beli 
merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar 
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hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan (penjual)  kepada 
penerima pengalihan tersebut (pembeli). 
 
Sesuai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa setelah Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT 
Sementara) membuat akta, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya akta tersebut, PPAT atau PPAT Sementara wajib 
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang 
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 
 
Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak 
terpenuhi: 
 
a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak 
sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan. 
b. Perbuatan hukum berupa jual beli tanah tidak dibuktikan dengan akta 
PPAT. 
c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 
yang bersangkutan tidak lengkap. 
d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan. 
e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan. 
f. Perbuatan hukum berupa jual beli tanah yang dibuktikan dengan akta 
PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
g. Perbuatan hukum berupa jual beli tanah yang dibuktikan dengan akta 
PPAT dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor 
Pertanahan. 
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Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis 
dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu, surat penolakan tersebut 
disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas 
permohonannya, dengan salinan kepada PPAT (A.P.Parlindungan, 1999: 
146). 
 
Apabila akta PPAT, dokumen-dokumen, data-data yang 
bersangkutan lengkap, dan benar serta tidak disengketakan, maka 
diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak berupa sertifikat. Penerbitan sertifikat 
dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan 
haknya, serta sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang 
berlaku terhadap pihak ketiga (Adrian Sutedi, 2007: 142). 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
Agar penelitian ini bisa dilaksanakan secara lancar, dan mengarahkan 
analisisnya pada tujuan, di sini perlu dikembangkan kerangka berpikir yang 
akan digunakan dalam penelitian ini. Secara singkat kerangka berpikir bagi 
penelitian ini, dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut : 
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Gambar 2 
Kerangka Pemikiran  
 
 
Dari bagan di atas kita bisa melihat bahwa dengan adanya kebutuhan 
akan tanah, menimbulkan upaya manusia untuk mendapatkannya dengan 
melakukan pengalihan penguasaan hak atas tanah khususnya melalui jual beli 
tanah. Berdasarkan Hukum Agraria Nasional, masyarakat yang melakukan 
peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, 
yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara (PPAT Sementara), apabila suatu daerah Kecamatan belum 
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diangkat seorang PPAT. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) mengeluarkan 
akta sebagai dasar bagi pendaftaran atau perubahan data pendaftaran tanah ke 
Kantor Pertanahan. 
 
Selama proses pemeriksaan status tanah dan pelaksanaan pendaftaran 
tanah di Kantor Pertanahan, tidak menghadapi masalah dalam pengertian data-
data lengkap dan benar, serta tidak adanya keberatan pihak ketiga maka 
Kantor Pertanahan akan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Hak berupa 
sertifikat yang mempunyai jaminan kepastian hukum.  
 
Namun kebalikannya, apabila pada waktu pemeriksaan status tanah, 
diketahui bahwa terdapat data-data yang dipalsukan, sebab data-data yang 
diajukan oleh penghadap tidak sama dengan data-data dalam buku tanah, 
maka akan terjadi masalah atau sengketa yakni adanya keberatan pihak ketiga. 
Selain itu, kemungkinan diketahui data-data sudah lengkap serta benar, dan 
sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan akan tetapi bisa terjadi 
masalah/sengketa apabila adanya keberatan pihak ketiga terhadap sertifikat 
tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut akan 
menimbulkan akibat hukum tertentu dan PPAT/PPAT Sementara akan 
bertanggungjawab.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A.  Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
 
Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di wilayah 
Propinsi Jawa Tengah, letaknya diapit oleh enam Kabupaten/Kota, yaitu 
disebelah Utara berbatasan dengan Kota Surakarta, Kabupaten 
Karanganyar, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 
Karanganyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung 
Kidul (DIY), dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah Barat berbatasan 
dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. 
 
Letak wilayah Kabupaten Sukoharjo dihitung dari meredian 
Greenwich adalah sebagai berikut: 
a.  Bagian ujung sebelah Timur   : 110° 57¢        33.70² BT 
b.  Bagian ujung sebelah Barat  : 110° 42¢   6.79² BT 
c.  Bagian ujung sebelah Utara  :    7° 32¢ 17.00² BT 
d.  Bagian ujung sebelah Selatan  :    7° 49¢ 32.00²  BT 
(Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo) 
 
Kecamatan Nguter merupakan salah satu Kecamatan dari 12 
Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, secara administrarif 
disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bendosari, dan Kecamatan 
Sukoharjo, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, 
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, dan Kecamatan 
Bulu serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo, 
Kecamatan Tawangsari, dan Kecamatan Bulu. 
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2. Kondisi Penduduk 
 
Jumlah Penduduk di wilayah Sukoharjo tercatat sebanyak 821.213 
(delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga belas) jiwa, yang terdiri 
dari 405.831 (empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) jiwa 
laki-laki atau 49,42% dan 415.382 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus 
delapan puluh dua) jiwa atau 50,58%. 
 
Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2000-2005) 
cenderung mengalami kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2005 
tercatat sebesar 1760 jiwa setiap km². Adapun perincian banyaknya 
penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
 
Tabel 1 
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Sukoharjo 
                       
 
No. 
Kecamatan Laki-laki 
(Jiwa) 
Perempuan 
(Jiwa) 
Jumlah 
(Jiwa) 
  1. Weru 32.469 33.692 66.161 
  2. Bulu 25.415 26.181 51.596 
  3. Tawangsari 28.624 29.152 57.776 
  4. Sukoharjo 40.338 41.512 81.850 
  5. Nguter 32.032 32.255 64.287 
  6. Bendosari 32.355 32.948 65.303 
  7. Polokarto 36.294 36.680 72.574 
  8. Mojolaban 37.966 38.581 76.547 
  9. Grogol 48.947 49.698 98.645 
10. Baki 25.625 25.530 51.155 
11. Gatak 23.188 23.773 46.961 
12. Kartasura 42.578 45.380 87.958 
           Jumlah (Jiwa)   405.831 415.382   821.213   
          
Sumber: Data Monografi Kabupaten Sukoharjo  
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       Penduduk usia 10 Tahun keatas yang bekerja menurut Lapangan Usaha 
Utama di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, rinciannya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
 
Tabel 2 
       Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja  
di Kabupaten Sukoharjo 
 
 
No 
 
 Jenis Lapangan Usaha 
Laki-Laki 
(Jiwa) 
Perempuan 
(Jiwa) 
Jumlah 
(Jiwa) 
1. Pertanian Tanaman Pangan   102.104 
2. Perkebunan          555 
3. Perikanan          347 
4. Peternakan      2.794 
5. Peternakan Lainnya      3.999 
6. Industri Pengolahan   109.130 
7. Perdagangan    90.997 
8. Jasa        45.622 
9. Angkutan          7.301 
10. Lainnya        41.500 
Jumlah (Jiwa) 204.172 200.177    404.349 
 
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo 
 
3. Wilayah Topografi 
 
Kabupaten Sukoharjo mempunyai luas wilayah 46.666 Ha atau 
sekitar 1,43% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara 
administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 Kecamatan, 150 
Desa, dan 17 Kelurahan, 2.026 Dukuh, 1.438 Rukun Warga (RW), dan 
4.428 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan 
Polokarto seluas 6.218 Ha (13%) sedangkan yang paling kecil adalah 
Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4%) dari luas Kabupaten 
Sukoharjo (Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo). 
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Menurut penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah seluas 21.178 Ha 
(45.38%) dan lahan bukan sawah seluas 25.488 Ha (54.62%). Dari lahan 
sawah yang mempunyai pengairan teknis seluas 14.570 Ha (68.80%), 
irigasi setengah teknis seluas 2.250 Ha (10.62%), irigasi sederhana seluas 
2.053 Ha (9.79%), dan tadah hujan seluas 2.305 Ha (10.89%). Adapun 
perincian luas penggunaan lahan menurut Kecamatan di Kabupaten 
Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
 
Tabel 3 
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Sukoharjo 
 
 
No. 
Kecamatan Lahan Sawah 
(Ha) 
Bukan Lahan 
Sawah (Ha) 
Jumlah 
(Ha) 
  1. Weru 1.757 2.441 4.198 
  2. Bulu 1.117 3.269 4.386 
  3. Tawangsari 1.617 2.381 3.998 
  4. Sukoharjo 2.405 2.053 4.458 
  5. Nguter 2.681 2.807 5.488 
  6. Bendosari 2.586 2.713 5.299 
  7. Polokarto 2.567 3.651 6.218 
  8. Mojolaban 2.253 1.301 3.554 
  9. Grogol 1.049 1.951 3.000 
10. Baki 1.312    885 2.197 
11. Gatak 1.275    672 1.947 
12. Kartasura    559 1.364 1.923 
           Jumlah (Ha)   21.178 25.488   46.666 
 
Sumber: Data Sekunder Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Sukoharjo (Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo) 
 
Luas wilayah Kecamatan Nguter adalah 5.488 Ha atau sekitar 
11,76% dari seluruh luas Kabupaten Sukoharjo. Luas yang ada terdiri dari 
2.680 Ha (48,83%) merupakan lahan sawah dan 2.808 Ha atau 51,17% 
bukan lahan sawah. Kecamatan Nguter terbagi 16 Desa, wilayah tersebut 
terdiri dari 55 Dusun, 121 Rukun Warga (RW), dan 352 Rukun Tetangga 
(RT) (Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo). 
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Perincian luas penggunaan lahan menurut Desa di Kecamatan Nguter 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
 
Tabel 4 
Luas Penggunaan Lahan Menurut Desa 
di Kecamatan Nguter 
 
No. Desa Lahan Sawah 
(Ha) 
Bukan Lahan 
Sawah (Ha) 
Jumlah 
(Ha) 
  1. Lawu 245 191 436 
  2. Baran 139 113 252 
  3. Nguter 148 177 325 
  4. Gupit 174 218 392 
  5. Pengkol 117 248 365 
  6. Jangglengan 120 260 380 
  7. Tanjungrejo 152 204 356 
  8. Serut 169 221 390 
  9. Juron 210 110 320 
10. Celep 154 138 292 
11. Plesan 198 233 431 
12. Kedungwinong 158 234 392 
13. Daleman 167 101 268 
14. Kepuh 279 116 395 
15. Pondok 145 108 253 
16. Tanjung 105 136 241 
Jumlah (Ha)         2.680          2.808        5.488 
 
Sumber: Data Sekunder Cabang Dinas Pertanian Kecamatan 
 
4. Jumlah Pendaftaran Akta Jual Beli Tanah  
 
Berdasarkan data di Kantor Notaris PPAT Seno Budi Santoso, S.H., 
bahwa jumlah akta jual beli tanah yang telah dibuat sejak bulan Januari 
sampai dengan bulan Desember 2007, yaitu sebanyak 249 akta, jadi setiap 
bulannya sekitar 20 akta jual beli tanah. Kebanyakan jual beli tanah di 
wilayah kerja Kantor Notaris PPAT Seno Budi Santoso, S.H. adalah jual 
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beli tanah beserta bangunan, karena wilayah tersebut termasuk wilayah 
perkotaan. 
 
Untuk wilayah Kecamatan Nguter, akta jual beli tanah yang dibuat 
oleh Camat selaku PPAT Sementara dibuat sejak bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember 2007, yaitu sebanyak 59 akta, jual beli tanah di 
wilayah Kecamatan Nguter kebanyakan bukan jual beli tanah beserta 
bangunan melainkan jual beli tanah persawahan dan pekarangan. 
 
Akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT atau PPAT Sementara di 
wilayah Sukoharjo tersebut setiap bulannya dilaporkan kepada: 
 
a. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dengan tembusan kepada 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, 
dan Kantor Badan Pertanahan Pusat. 
b. Kantor Pajak PBB. 
c. Kantor Pelayanan Pajak.   
 
Dari hasil wawancara dengan Wahyuning Darmani, S.H selaku Subsi 
Pendaftaran dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, 
bahwa laporan bulanan pendaftaran peralihan hak yang telah diterima 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dapat diketahui bahwa jumlah 
akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT maupun Camat selaku PPAT 
Sementara di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu sebelas 
bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Nopember 2007 yang 
telah didaftarkan, yaitu sebanyak 4.759 akta. 
 
 
B. Pelaksanaan Kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam Pemeriksaan 
Status Tanah sebagai Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
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Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Pendaftaran Tanah, bahwa: “Sebelum melaksanakan pembuatan akta 
mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan 
pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar 
yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat 
asli”. 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Seno Budi Santoso, S.H., selaku 
Notaris PPAT di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 8 Desember 2007, 
dijelaskan bahwa kewajiban PPAT untuk mengecek atau memeriksa 
kesesuaian sertifikat terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan sudah dilaksanakan 
karena hal tersebut menjadi syarat pembuatan akta PPAT.  
 
Untuk lebih lengkapnya, penulis juga melakukan wawancara pribadi 
dengan Camat Nguter selaku PPAT Sementara di Kabupaten Sukoharjo pada 
bulan Desember 2007 kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, dan 
dijelaskan bahwa pemeriksaan status tanah sebagai persiapan pembuatan akta 
juga sudah dilaksanakan ke Kantor Pertanahan maupun ke Kantor Kelurahan 
tempat tinggal penjual tanah.  
 
Pemeriksaan kesesuaian sertifikat ke Kantor Pertanahan Sukoharjo 
dilakukan dalam waktu satu minggu sebelum pembuatan akta untuk 
memperoleh hasil tentang status tanah yang diperiksa secara tepat, walaupun 
tidak ada ketentuan yang mengatur adanya batasan waktu kapan pemeriksaan 
kesesuaian sertifikat.  
 
Dalam pemeriksaan sertifikat ke Kantor Pertanahan Sukoharjo, PPAT 
atau PPAT Sementara harus memenuhi persyaratan permohonan pengecekan 
sertifikat atas buku tanah, yaitu: 
 
1. Mengisi permohonan pengecekan sertifikat atas buku tanah. 
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2. Membawa sertifikat asli pemohon atau sertifikat asli milik penjual. 
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau penjual. 
4. Membayar biaya yang telah ditetapkan. 
 
a. Biaya cek asli sebesar Rp. 30.000,00. 
Cek asli adalah mengecek kesesuaian sertifikat atas buku tanah dengan 
membawa sertifikat. 
 
b. Biaya cek percepatan sebesar Rp. 100.000,00. 
Cek percepatan adalah mengecek kesesuaian sertifikat atas buku tanah 
dengan membawa sertifikat dengan waktu lebih cepat. 
 
Dalam melakukan pemeriksaan tersebut ada kemungkinan- 
kemungkinan hasil yang akan didapat, yaitu sebagai berikut : 
 
Pertama, apabila sertifikat tersebut sesuai dengan daftar-daftar yang 
ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang 
ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan 
sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”, pada halaman perubahan 
sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Pada halaman 
perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisan dengan 
kalimat: “PPAT …… (nama PPAT yang bersangkutan) …… telah minta 
pengecekan sertifikat”, kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. 
 
Kedua, apabila sertifikat yang ditunjukkan itu ternyata bukan dokumen 
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua 
halaman sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: 
“Sertifikat ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan …… “, kemudian diparaf 
dan diberi tanggal pengecekan. 
 
Ketiga, apabila sertifikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh Kantor Pertanahan, akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang 
termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku 
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tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang 
bersangkutan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai 
data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan 
tidak dicantumkan sesuatu tanda apapun.  
 
Dalam hal diperlukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), 
sehubungan dengan tidak sesuainya lagi isi sertifikat dengan daftar-daftar di 
Kantor Pertanahan, penerbitannya harus dilakukan selambat-lambatnya dalam 
tujuh hari kerja terhitung dari hari pengecekan. 
 
Waktu cek asli selama 3 sampai dengan 4 hari, sedangkan waktu cek 
percepatan selama 1 hari. Sertifikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya 
dengan daftar-daftar di Kantor Pertanahan disampaikan kembali kepada PPAT 
atau PPAT Sementara yang bersangkutan pada hari yang sama dengan hari 
hasil pengecekan. Hasil dari pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai 
kesesuaian sertifikat hak atas tanah tersebut, harus dilampirkan juga bersama 
akta jual beli tanah yang sudah dibuat PPAT atau PPAT Sementara pada 
waktu pendaftaran tanah. 
 
Dalam pengecekan, apabila terjadi pemecahan tanah atau sertifikat 
maka perlu diadakan lagi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah yang 
menghasilkan peta-peta pendaftaran tanah dan surat ukur. Dari peta 
pendaftaran dan surat ukur diperoleh kepastian letak, batas, serta luas tanah 
yang bersangkutan.  
 
Kegunaan pengecekan tersebut adalah untuk mencegah lahirnya akta 
PPAT yang cacat hukum dan untuk menyesuaikan sertifikat dengan buku 
tanah. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, yang terdiri atas 
salinan buku tanah, yang mana buku tanah tersebut memuat data yuridis dan 
data fisik mengenai tanah yang bersangkutan, yaitu mengenai status tanah, 
pemegang hak, dan hak-hak lain yang membebaninya.  
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Didalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), akan mendapat 
keterangan yang jelas, apakah tanah dengan sertifikat yang ditunjukkan tidak 
sedang bermasalah dan sesuai antara yang dipegang pemiliknya dengan berkas 
di kantor pertanahan, riwayat tanah dan kepemilikan, luas tanah, serta 
keterangan-keterangan lain yang menyertai. 
 
Kantor Pertanahan akan memberikan informasi, ketika ada masalah, 
sebut saja sengketa di pengadilan atau sebagai jaminan bank. Tanah yang 
sedang bermasalah tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Apabila 
tanah yang menjadi obyek jual beli dalam keadaan sengketa, PPAT atau PPAT 
Sementara harus menolak untuk membuat akta tersebut guna menghindari 
gugatan-gugatan yang timbul di kemudian hari. 
 
Menurut keterangan yang diberikan Camat Nguter selaku PPAT 
Sementara, dalam menghadapi pembelian tanah untuk sertifikat yang letter C, 
PPAT Sementara tidak melakukan pemeriksaan ke Kantor Pertanahan tetapi 
staff dari Kantor Pertanahan dipanggil untuk datang ke lokasi yang 
bersangkutan. Staff dari Kantor Pertanahan tersebut melakukan pemeriksaan 
status tanah dengan mencocokan buku tanah yang ada dalam Kantor 
Kelurahan, dan staff tersebut diberi upah sesuai dengan kerelaan para pihak 
dalam transaksi jual beli tanah.  
 
Namun dalam praktiknya, dengan adanya pemberian upah kepada staff 
Kantor Pertanahan tersebut, para pihak dalam transaksi jual beli tanah lebih 
memilih menanyakan kepada pejabat setempat (kelurahan) tentang riwayat 
dari kepemilikan tanah tersebut, dan siapa pemilik terakhirnya daripada 
memanggil staff dari Kantor Pertanahan. Menurut penulis, sebaiknya PPAT 
Sementara lebih meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya 
kehadiran staff dari Kantor Pertanahan tersebut dalam pemeriksaan status 
tanah.  
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Girik merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum 
perubahan undang-undang pajak baru 1988 atau bukti pembayaran letter C. 
Status hukum tanah girik tidak kuat, tidak bisa diagunkan atau dijadikan 
jaminan utang di bank, namun bisa menjadi dasar untuk mengajukan 
permohonan hak atas tanah itu ke kantor pertanahan. Itulah menyebabkan 
tanah girik gampang memicu sengketa, sebab bisa saja seseorang menguasai 
atau menggarapnya tapi sertifikat hak atas tanah itu atas nama orang lain. 
 
Dalam hal jual beli tanah girik, yang perlu dilakukan pembeli agar 
tidak menuai persoalan di belakang hari, adalah memeriksa girik yang 
dipegang penjual dan mencocokkan dengan nomor yang ada di buku tanah 
kelurahan. Memperhatikan status penjual, apakah pemilik tunggal atau ahli 
waris. Untuk itu cek nama digirik apakah sesuai dengan nama penjual. 
Kemungkinan tanah girik yang diperjualbelikan dimiliki lebih dari satu ahli 
waris. Serta cek langsung ke lokasi, betulkah masih ada tanahnya atau sudah 
diduduki atau berpindah tangan kepada orang lain, dan lihat juga apakah 
luasnya sesuai dengan yang tertera di girik. 
 
Menurut penulis, sebaiknya pembeli harus waspada apabila membeli 
tanah girik atau sebaiknya dihindari, karena khawatir terjadi tumpang tindih 
(dobel). Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan dari tangan 
ke tangan, dimana semula bisa berbentuk tanah yang sangat luas, dan 
kemudian di bagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa bidang tanah 
yang lebih kecil. Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan di 
hadapan Lurah atau kepala desa. Namun demikian, banyak juga yang hanya 
dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja, sehingga tidak ada 
surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusuri kepemilikannya. 
Apabila akan membeli tanah girik, sebaiknya tanah tersebut didaftarkan lebih 
dahulu, atau pendaftaran tanah pertama kali supaya mendapat kepastian 
hukum terhadap tanah yang dibeli. Kemudian baru dilakukan jual beli tanah 
dihadapan PPAT atau PPAT Sementara, menurut penulis hal ini bisa 
menghindari sengketa dikemudian hari. 
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C. Kewajiban PPAT dan PPAT Sementara dalam Meneliti Persyaratan Jual     
Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
 
Dalam pelaksanaan jual beli tanah, hak atas tanah diserahkan dari 
penjual kepada pembeli setelah adanya pembayaran harga tanah. Pengalihan 
tanah dari penjual kepada pembeli tersebut harus disertai dengan penyerahan 
yuridis, yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas Undang-undang. 
Menurut penulis, kewajiban menyerahkan surat bukti milik atas tanah yang 
dijual sangat penting, seperti disebutkan dalam Pasal 1482 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang 
meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan 
bagi pemakaiannya yang tetap, berserta surat-surat bukti milik, jika itu ada.  
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugasnya membuat 
akta jual beli tanah dilakukan di kantornya, dengan dihadiri oleh para pihak 
yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang 
dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Apabila salah satu pihak 
dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat datang di kantor PPAT 
karena alasan yang sah, maka PPAT dapat membuat akta di luar kantornya 
yang masih dalam wilayah kerjanya, dengan ketentuan pada saat pembuatan 
aktanya para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta 
yang telah disepakati.  
 
Untuk PPAT Sementara dalam pembuatan akta jual beli tanah, 
dilakukan di Kantor Kelurahan dimana jual beli tanah tersebut dilangsungkan. 
Apabila salah satu pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat 
datang di Kantor Kelurahan karena alasan yang sah, maka PPAT Sementara 
atau Pembantu PPAT Sementara dapat membuat akta di tempat tinggal pihak 
tersebut yang masih dalam wilayah kerjanya, dengan ketentuan pada saat 
pembuatan aktanya para pihak harus hadir di hadapan PPAT Sementara atau 
Pembantu PPAT Sementara di tempat pembuatan akta yang telah disepakati.  
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Akta yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara merupakan salah satu 
sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Maka wajib dibuat 
sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran 
pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT 
dan PPAT Sementara berkewajiban untuk memeriksa persyaratan jual beli 
tanah untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. 
 
Dari hasil wawancara baik dengan Bapak Seno Budi Santoso, S.H., 
selaku Notaris PPAT di Kabupaten Sukoharjo maupun dengan Camat Nguter 
selaku PPAT Sementara, dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli tanah, 
biasanya PPAT atau PPAT Sementara akan meminta persyaratan. Syarat jual 
beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. 
 
Syarat yang diteliti, yaitu : 
 
1. Syarat materiil  
 Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah 
tersebut, antara lain : 
 
a.  Penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah.  
 
Pemegang sah dari hak atas tanah yang dijual atau pemilik, 
adalah yang berhak menjual suatu bidang tanah, apabila subyek 
hukumnya adalah orang. Dalam hal, hak milik atas tanah terdapat lebih 
dari satu pemilik, maka yang berhak menjual adalah mereka yang 
memiliki tanah tersebut secara bersama-sama, dan dilarang dijual oleh 
satu orang saja. Pemilikan bersama hak milik atas tanah itu biasanya 
terjadi karena pewarisan atau dahulu pernah membeli secara patungan 
atau bersama-sama, atau juga karena pernah diperoleh secara bersama-
sama secara hibah.  
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Tanah yang dijadikan obyek jual beli diperoleh selama 
perkawinan, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, disebut harta bersama atau harta gono-gini maka 
hanya boleh dijual oleh suami dan isteri bersama-sama atau atas 
persetujuan bersama. Demikian pula kalau tanah itu dibeli oleh suami 
dengan menggunakan pendapatannya, maka tanah itu adalah harta 
bersamanya dengan isterinya, yang hanya dapat dijual oleh keduanya. 
Oleh karena itu, suami atau isteri harus hadir dan bertindak sebagai 
penjual, seandainya suami atau isteri tidak dapat hadir maka harus 
dibuat surat bukti secara tertulis yang menyatakan bahwa suami atau 
isteri menyetujui untuk menjual.  
 
Kecuali harta bawaan (sudah ada sejak sebelum berkeluarga) 
atau hibah atau warisan yang diperoleh selama perkawian adalah milik 
yang mempunyai (seorang diri), jadi apabila akan menjual tanah 
tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan bersama. 
 
Yang bertindak sebagai penjual harus memenuhi syarat 
tertentu, yakni cakap untuk melakukan perbuatan hukum jual beli 
tanah, yaitu usia harus dewasa (21 tahun menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata/BW, atau 17 tahun menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974). Jadi apabila seseorang yang berumur 18-20 
tahun yang belum menikah, dianggap belum dewasa sehingga 
dikatakan belum cakap melakukan jual beli tanah, dan apabila 
seseorang tersebut masih berumur 17 tahun tetapi sudah menikah 
dianggap sudah dewasa dan dikatakan sudah cakap melakukan jual beli 
tanah.  
 
Yang bertindak sebagai penjual, apabila : 
 
1) Anak berumur 18 tahun dan belum menikah, berarti tidak 
berwenang melakukan jual beli tanah, walaupun ia yang berhak 
atas tanah itu. Jual beli tanah dapat terlaksana, apabila yang 
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bertindak adalah ayah/ibu atau keduanya dari anak tersebut sebagai 
orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Jika orang tuanya 
sudah meninggal dunia, dan kepentingan anak itu menghendaki 
maka jual beli tanah dilakukan dibawah perwalian. 
 
2) Sebidang tanah dalam sertifikat atas nama isterinya, sedangkan 
tanah tersebut adalah harta bersama dengan suaminya, maka isteri 
tidak berwenang menjual tanah tersebut secara sendiri, melainkan 
bersama-sama dengan suaminya, atau suaminya memberi 
persetujuan tertulis kepada isteri untuk melakukan jual beli tanah. 
 
3) Sebidang tanah tercatat atas nama X, tetapi ia tunduk pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan sedang berada di bawah 
pengampuan, maka yang berwenang menjual tanah tersebut adalah 
pengampu si X, tetapi harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 
 
Dalam hal subyek hukum adalah Badan Hukum, maka jual beli 
tanah harus diwakili oleh pengurus yang ditunjuk dan berwenang 
bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut, dengan 
persetujuan Komisaris/Pengawas atau pengurus lain sesuai dengan 
Anggaran Dasar Badan Hukum yang bersangkutan. Apabila menjual 
sebagian besar kekayaan perseroan harus dengan persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Penjual dapat diwakili oleh kuasanya, yang mana harus dengan 
surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pihak penjual. Si 
penerima kuasa ini dapat bertindak selaku penjual dalam transaksi jual 
beli tanah sesuai dengan kewenangannya dalam surat kuasa tersebut. 
 
b. Pembeli adalah pihak yang diperkenankan membeli tanah 
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Pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk 
memiliki tanah yang akan dibelinya. Menurut UUPA, yang dapat 
mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga Negara Indonesia 
tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, 
yakni badan-badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan 
keagamaan (Pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyai 
kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya, 
atau kepada suatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh 
pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukum, dan tanah 
jatuh pada negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA). 
 
Dalam hal ini, pembeli atau calon penerima hak, harus 
membuat pernyataan yang menyatakan: 
 
1) Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak 
menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan 
maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
2) Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak 
menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut 
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
 
3) Bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan 
yang telah diberikan tidak benar, maka tanah kelebihan atau tanah 
absentee (guntai) tersebut menjadi obyek landreform. 
 
4) Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat 
hukumannya, apabila pernyataan yang telah diberikan tidak benar. 
 
Pernyataan yang diberikan oleh pembeli atau calon penerima 
hak tersebut, dalam praktik hanyalah formalitas saja. Jadi dalam 
praktik, PPAT dan PPAT Sementara tidak perlu meminta bukti bahwa 
pembeli tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi 
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ketentuan maksimum penguasaan tanah. Apabila waktu pendaftaran 
tanah, si pembeli atau calon penerima hak tersebut ketahuan memiliki 
tanah yang melebihi ketentuan maksimum atau memiliki lebih dari 5 
sertifikat tanah, hanya dikenakan biaya oleh BPN/ Kantor Pertanahan. 
Biaya tersebut tidak disebutkan kepada penulis. 
 
Menurut penulis, pernyataan bahwa pembeli tidak menjadi 
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum 
penguasaan tanah harus dilaksanakan dalam praktik. Pemilikan tanah 
yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah, dapat 
merugikan kepentingan umum karena pemilikan tanah yang 
melampaui batas seharusnya jatuh kepada Negara untuk kepentingan 
umum, tapi dimiliki perseorangan. 
 
c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang 
dalam sengketa. 
 
Ditinjau dari beberapa segi dan demi kepastian hukum serta 
untuk menjauhkan kemelut hukum, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) atau Camat selaku PPAT Sementara harus menolak 
pembuatan akta dan diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak 
yang bersangkutan disertai alasannya, apabila : 
 
1) Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas 
satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli 
hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai 
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. 
 
Menurut Bapak Seno Budi Santoso, S.H., selaku Notaris 
PPAT di Kabupaten Sukoharjo maupun Camat Nguter selaku 
PPAT Sementara di Kabupaten Sukoharjo, bahwa ketentuan 
normatif mengenai hal yang disebut diatas, sudah dilaksanakan 
dalam praktik, karena apabila PPAT dan PPAT Sementara 
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melanggar hal tersebut kemungkinan PPAT dan PPAT Sementara 
akan menghadapi masalah di kemudian hari.  
 
2) Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak 
disampaikan surat bukti hak atau surat keterangan Kepala 
Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa bersangkutan menguasai 
bidang tanah tersebut, surat keterangan yang menyatakan bahwa 
bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor 
Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari 
kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang 
bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.  
 
Menurut Bapak Seno Budi Santoso, S.H., selaku Notaris 
PPAT di Kabupaten Sukoharjo maupun Camat Nguter selaku 
PPAT Sementara di Kabupaten Sukoharjo, bahwa ketentuan 
normatif mengenai hal yang disebut diatas, sudah dilaksanakan 
dalam praktik, karena apabila PPAT dan PPAT Sementara 
melanggar hal tersebut kemungkinan PPAT dan PPAT Sementara 
terlibat dalam suatu masalah, apabila ada keberatan dari pihak 
ketiga.  
 
Menurut penulis, baik PPAT maupun PPAT Sementara, 
harus benar-benar melaksanakan ketentuan tersebut dalam praktik, 
walaupun pekerjaan  PPAT maupun PPAT Sementara sangat 
sibuk, mereka harus profesional dan teliti tentang kelengkapan 
pembuatan akta, jangan sampai hanya kekurangan keterangan 
Kepala Desa terhadap tanah yang belum terdaftar, PPAT atau 
PPAT Sementara menghadapi suatu kasus.  
 
3) Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan mengenai data fisik 
dan atau data yuridisnya sedang disengketakan oleh orang atau 
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badan hukum (baik sudah berada dalam tangan penegak hukum 
maupun yang belum). 
 
4) Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin 
Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut 
diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
5) Hak atas tanah dibebani hak tanggungan (hipotik/Credietverband) 
jika tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak kreditur. 
 
6) Hak atas tanah dikuasai negara. 
 
7) Tanah-tanah yang dijadikan lokasi transmigrasi. 
 
8) Tanah-tanah yang dicadangkan untuk tujuan suatu proyek, 
terutama proyek vital. 
 
9) Bidang tanah hak yang terletak di luar wilayah kerja Pejabat 
tersebut. 
 
10) Tanah wakaf (karena sesuai Hukum Islam bahwa suatu tanah yang 
telah diwakafkan tidak dapat dirubah lagi peruntukkannya 
/penggunaannya). 
 
11) Tanah gadai (kecuali dapat diselesaikan sebelumnya dengan 
pemegang gadai). 
      
Syarat materiil tersebut harus dipenuhi, apabila salah satu syarat 
materiil tidak dipenuhi, dalam arti penjual bukan merupakan orang yang 
berhak atas tanah yang dijualnya, atau pembeli tidak memenuhi syarat 
untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah yang diperjualbelikan 
sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak boleh 
diperjualbelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah. 
 
2. Syarat formil 
Untuk tanah yang bersertifikat, meliputi : 
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a. Data tanah, terdiri dari: 
 
1) Sertifikat tanah asli.  
Sertifikat tanah asli digunakan untuk pengecekan dan balik nama. 
 
2) Bukti telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Yang diperlukan adalah Pajak Bumi dan Bangunan 5 tahun 
terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran. 
3) Surat Setoran BPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan). 
 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak 
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 
bagi orang pribadi atau badan hukum sebesar 5% (lima persen) dari 
Nilai Perolehan Obyek Kena Pajak (untuk jual beli adalah harga 
transaksi/harga jual) dengan Nilai Perolehan Obyek Tidak Kena 
Pajak. Nilai jual yang tidak kena pajak, setiap Dati II berbeda-beda. 
Untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, nilai yang tidak kena pajak 
adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).  
 
Misal NJOP Tanah sebesar Rp. 65.000.000,00, berlokasi di 
Kecamatan Kartasura wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nilai yang 
tidak kena pajak di wilayah tersebut adalah Rp. 20.000.000,00. Jadi 
BPHTB adalah {NJOP(harga jual)-nilai tidak kena pajak} x 5% = 
{Rp. 65.000.000,00-Rp. 20.000.000,00} x 5% = Rp. 45.000.000,00 
x 5% = Rp. 2.250.000,00 
 
4) Surat Setoran PPh (Surat Setoran Pajak Penghasilan). 
 
Apabila harga jual tanah di atas Rp. 65.000.000,00 (enam 
puluh lima juta rupiah) di Bank atau Kantor Pos. Perhitungannya 
adalah NJOP(harga jual) x 5%. Apabila harga jual tanah tersebut 
kurang dari Rp 65.000.000,00 tidak kena pajak. 
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5) Jika sertifikat hak atas tanah sudah tidak dibebani Hak Tanggungan 
(Hipotik), harus ada bukti pencabutan Surat Roya dari Bank yang 
bersangkutan. 
 
b. Data penjual dan pembeli 
 
1) Perorangan  
a)  Penjual, membawa : 
 
(1) Kartu Tanda Penduduk suami isteri. 
(2) Kartu Keluarga. 
(3) Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah 
berkeluarga. 
(4) Kutipan akta nikah bagi yang telah menikah atau kutipan 
akta cerai bagi yang telah cerai. 
  
b) Pembeli, membawa : 
 
(1) Kartu Tanda Penduduk. 
(2) Kartu Keluarga. 
 
2) Perusahaan 
Suatu badan hukum misalnya PT atau Yayasan, apabila akan 
menjual atau membeli tanah harus memenuhi syarat-syarat antara 
lain: 
 
a) Kartu Tanda Penduduk Direksi dan Komisaris yang mewakili. 
b) Anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari Menteri 
Kehakiman dan HAM RI. 
c) Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk menjual atau Surat 
Pernyataan sebagian kecil asset. 
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Apabila data-data tersebut sudah lengkap kemudian dicocokkan, 
setelah itu semuanya difotokopi dan dilegalisir sesuai aslinya oleh PPAT 
kemudian dikembalikan lagi kepada yang berkepentingan, tetapi untuk 
sertifikat tidak difotokopi. 
 
Kemungkinan suami atau isteri atau kedua-duanya yang namanya 
tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka yang melakukan jual 
beli tersebut adalah ahli warisnya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi, 
adalah : 
 
1. Surat keterangan waris bagi orang pribumi harus disahkan Kepala Desa 
dan dikuatkan Camat, dan bagi orang bukan pribumi harus disahkan 
Notaris. 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seluruh ahli waris. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah. 
4. Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda tangan akta jual beli tanah atau 
dengan surat persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah 
seorang di antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris (dalam hal ahli 
waris tidak bisa hadir). 
5. Bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan) waris atau pajak ahli waris. Dimana besarnya adalah 50% dari 
BPHTB jual beli setelah dikurangi dengan Nilai tidak kena pajaknya. Nilai 
tidak kena pajaknya wilayah kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 
Rp.150.000.000,00. 
 
Misal NJOP Tanah waris sebesar Rp. 250.000.000,00, berlokasi di 
desa Gupit Kecamatan Nguter wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nilai yang 
tidak kena pajak di wilayah tersebut adalah Rp.150.000.000,00. Jadi 
BPHTB waris adalah {(NJOP atau harga jual-nilai tidak kena pajak) x 
5%} x 50% = {(Rp. 250.000.000,00-Rp. 150.000.000,00) x 5%} x 50% = 
{Rp. 100.000.000,00 x 5%} x 50% = Rp. 5000.000,00 x 50% = Rp. 
2.500.000,00. Jadi, apabila NJOP tanah tersebut di bawah Rp. 
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150.000.000,00  maka penerima waris tidak dikenakan BPHTB Waris 
(Pajak Waris). 
 
       Menurut Camat Nguter selaku PPAT Sementara, bahwa  wilayah 
Kecamatan Nguter, masih ada jual beli tanah dengan menggunakan sertifikat 
letter C. Adapun syarat untuk Sertifikat yang berbentuk Letter C adalah : 
1. Permohonan peralihan hak atas tanah. 
2. Fotokopi Letter C. 
3. Kutipan Letter C 
4. Surat pernyataan penguasaan dan pemilikan tanah yang dilegalisir oleh 
Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. 
Surat pernyataan tersebut berisi keterangan Kepala Desa yang :  
a. Membenarkan letter C tersebut. 
b. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian. 
c. Menerangkan siapa yang mempunyai hak tersebut. 
 
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penjual (suami dan isteri) yang dilegalisir 
oleh Kepala Desa. 
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pembeli yang dilegalisir oleh Kepala 
Desa. 
7. Surat keterangan Pendaftaran Tanah. 
8. Surat Setoran BPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan). 
9. Tanda pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun terakhir, 
berupa pajak bumi dan bangunan 1 (satu) tahun tertentu dengan obyek 
pajak berupa bumi, dan bangunan.  
 
Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah tidak dengan sendirinya 
meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada 
diatasnya. Jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan 
tanamannya, maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang 
membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. 
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Menurut penulis, apabila ada bangunan diatas tanah yang akan dijual, 
penjual harus memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli kepada 
pembeli setelah selesai proses pembuatan akta jual beli. Sehingga dapat 
diketahui secara jelas siapa pemiliknya, siapa penghuninya, serta bagaimana 
hubungan hukum pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Hal itu, untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena sering kali dalam 
masyarakat terjadi jual beli tanah yang ada bangunannya, yang mana 
bangunan tersebut didirikan anaknya diatas tanah milik orangtuanya. 
 
 
Setelah PPAT atau PPAT Sementara memeriksa persyaratan jual beli 
tanah, kemudian PPAT membuat akta jual beli tanah, dengan mengisi blanko 
akta yang disediakan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia melalui Kantor Pos dan hanya boleh dibeli oleh PPAT, 
atau PPAT Sementara dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Kantor Pos setempat. 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara harus mengisi blangko akta yang telah dibelinya secara teliti, 
cermat dan hati-hati sesuai dengan fakta maupun status yang dikehendaki oleh 
para pihak baik mengenai subyek dan obyek, yang didukung dengan data yang 
benar dan lengkap serta PPAT atau PPAT Sementara harus memperhatikan 
perbuatan hukum apa yang terjadi dengan menggali kasus dan menemukan 
kasus hukum, agar tidak terjadi kekeliruan yang berakibat hukum dan untuk 
menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
Bagian-bagian dari akta, agar suatu akta mempunyai kekuatan otentik, 
adalah sebagai berikut : 
 
1) Komparisi  
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       Komparisasi ialah keterangan tentang para penghadap (mereka yang 
bermaksud mengadakan jual beli). Pada bagian ini, dicantumkan hari dan 
tanggal akta/dibuatnya perjanjian jual beli tanah, nama PPAT atau PPAT 
Sementara, tempat kedudukan, tanggal dan nomor surat keputusan atau 
peraturan tentang pengangkatannya sebagai PPAT atau PPAT Sementara, 
nama para penghadap, jabatan/pekerjaan dan tempat tinggalnya, beserta 
keterangan apakah ia bertindak untuk sendiri atau mewakili orang lain.  
 
2) Badan dari Akta 
 
       Bagian ini harus memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai 
ketentuan -ketentuan yang bersifat otentik, meliputi perjanjian-perjanjian, 
pernyataan bahwa tanah yang dijual tidak dikenakan sesuatu sitaan atau 
tersangkut tanggungan suatu piutang, momentum penyerahan tanah, 
pengakuan dari penjual bahwa ia telah menerima uang jual beli tanah 
tersebut, domisili yang dipilih oleh para pihak apabila terjadi hal-hal yang 
memerlukan penyelesaian di suatu Pengadilan Negeri, dan lain-lain yang 
bertalian dengan itu. 
 
3) Penutup dari Akta 
 
       Bagian ini memuat tentang ongkos pembuatan akta yang ditanggung 
pembeli, nama-nama saksi dan diakhiri dengan tanda tangan/cap jempol 
oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah/Pejabat PembuatAkta Tanah Sementara 
(Salim H.S, 2005: 54). 
 
       Keberadaan sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam pembuatan akta 
jual beli tanah, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi, harus memberikan 
kesaksiannya mengenai : 
 
1) Kehadiran para pihak atau kuasanya. 
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2) Identitas dan kapasitas penghadap dalam hal PPAT atau PPAT Sementara 
tidak mengenal penghadap secara pribadi. 
3) Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal 
obyek tersebut belum terdaftar. 
4) Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta. 
5) Telah dilaksanakan perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang 
bersangkutan. 
 
Dalam transaksi jual beli tanah, agar dapat dipertanggungjawabkan 
maka keberadaan saksi sangat penting, karena apabila salah satu dari pihak 
penjual dan pembeli ingkar dan menjadi sengketa, maka kedua saksi inilah 
yang akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar-benar telah 
melakukan transaksi. Namun dalam praktiknya, apabila ada kasus tentang data 
palsu dalam pembuatan akta jual beli tanah, saksi tidak mau terlibat lebih jauh, 
mereka hanya memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat dan dia 
dengar pada waktu pembuatan akta jual beli tanah.  
 
Menurut penulis, apabila saksi mengetahui bahwa dalam pembuatan 
akta jual beli tanah terdapat data yang palsu, seharusnya memberikan 
keterangan yang sebenarnya, tidak perlu takut akan ancaman dari pihak  
tertentu, karena ada jaminan perlindungan terhadap saksi. 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara wajib membacakan akta jual beli tersebut kepada para pihak yang 
bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi, dan maksud pembuatan 
akta tersebut, serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya. 
Setelah membacakan akta tersebut, PPAT atau PPAT Sementara, para pihak, 
dan saksi-saksi menandatangani akta jual beli terseebut. 
 
PPAT membuat akta sebanyak dua lembar yang kesemuanya dalam 
bentuk asli, yaitu lembar pertama sebanyak satu rangkap disimpan oleh PPAT 
yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak satu rangkap atau lebih 
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menurut banyaknya hak atas tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum 
dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan 
pendaftaran, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan 
salinannya. 
 
 
D. Tanggung Jawab PPAT dan PPAT Sementara beserta Akibat Hukumnya 
Apabila Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Terdapat Data-Data yang Dipalsukan 
 
Akta jual beli tanah yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara berfungsi 
untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan 
sengketa. Oleh karena itu, PPAT dan PPAT Sementara harus melakukan 
perbuatan hukum jual beli dengan lengkap dan jelas, sehingga apa yang ingin 
dibuktikan itu diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Namun dalam 
praktiknya sering kali dalam transaksi jual beli tanah sebelum dibuatkan akta, 
yakni pada waktu pemeriksaan status tanah, diketahui bahwa terdapat data-
data yang dipalsukan, sebab data-data yang diajukan oleh penghadap tidak 
sama dengan data-data dalam buku tanah.  
 
Transaksi jual beli tanah yang telah dibuatkan akta oleh PPAT atau 
PPAT Sementara kemungkinan bisa timbul permasalahan juga, yaitu dengan 
adanya keterkaitan pihak-pihak lain di dalamnya untuk meminta pembatalan 
atas pemindahan hak atas tanah tersebut, disebabkan semula adanya itikad 
tidak baik dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli tanah tersebut.  
 
Menurut penulis, untuk menghindari itikad tidak baik dari salah satu 
pihak, yakni penjual, seharusnya sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah 
yang akan dibuatkan akta oleh PPAT maupun PPAT Sementara, atau selain 
dilakukan pemeriksaan status tanah oleh PPAT atau PPAT Sementara, 
pembeli harus memeriksa lebih dahulu kepemilikan sertifikat tanah tersebut, 
kemudian melihat langsung ke lokasi tanah yang akan dibelinya, pembeli 
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sebaiknya meminta informasi kepada pejabat setempat (kelurahan) baik 
mengenai riwayat dari kepemilikan tanah tersebut, maupun siapa milik 
terakhirnya, dan pembeli harus mengenal si penjual. Dengan melakukan hal-
hal tersebut, kemungkinan data yang sengaja dipalsukan oleh pihak penjual 
akan terungkap sebelum dibuatkan akta oleh PPAT maupun PPAT Sementara. 
 
Kasus dalam pembuatan akta jual beli tanah menurut keterangan 
Notaris Seno Budi Santoso, S.H., antara lain:  
 
1. Penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri 
 
Pasangan suami isteri yang telah menikah, dikaruniai anak dan 
mempunyai harta bersama berupa tanah sawah yang dibeli oleh suami istri 
tersebut secara bersama-sama. Ternyata tanpa sepengetahuan si isteri, 
tanah sawah tersebut dijual oleh suami kepada orang lain, melalui PPAT 
dengan cara pemalsuan tanda tangan istri dari pihak penjual, seakan-akan 
pihak istri memberikan persetujuan, dan baru diketahui oleh si isteri 
manakala pembeli tanah sawah tersebut mengajukan permohonan sertifikat 
hak milik tanah sawah. Kemudian si isteri meminta pembatalan terhadap 
pemindahan atas tanah tersebut. PPAT tersebut baru tahu kalau pihak 
penjual memalsukan tandatangan persetujuan, ketika si isteri mengajukan 
keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut. 
 
2. Penjual memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai yang ada dalam 
sertifikat 
 
Penjual adalah salah satu ahli waris, dia menjual tanah warisan 
tanpa sepengetauan ahli waris lain dengan cara memalsukan identitas 
dirinya agar sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat tanah yang 
akan dijual. Baik PPAT, PPAT Sementara, dan Kantor Pertanahan tidak 
mengetahui bahwa data yang disampaikan tersebut palsu, karena PPAT, 
PPAT Sementara, dan  Kantor Pertanahan tidak melakukan penyelidikan 
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akan kebenaran data tersebut. Pemalsuan identitas tersebut baru diketahui 
dengan adanya keberatan pihak ketiga, yakni ahli waris yang lain. 
 
3. Nama penghadap tidak sama dengan nama pada sertifikatnya 
 
Penghadap mempunyai itikad tidak baik, yaitu meminjam sertifikat 
milik rekannya, yang kemudian tanah rekannya dijual melaui PPAT. 
Penghadap menyampaikan identitas dirinya kepada PPAT dengan nama 
Jusuf Simorangkir, padahal nama yang tercantum dalam sertifikat tanah, 
adalah Yusuf  Simorangkir. Kemudian PPAT mengecek status tanah 
tersebut ke Kantor Pertanahan, ternyata pemiliknya adalah bernama Yusuf  
Simorangkir. Jadi PPAT tidak membuat akta jual beli tanah tersebut, untuk 
mengindari sengketa di kemudian hari.  
 
 
4. Sertifikat ganda. 
 
Seseorang menjual tanahnya melalui PPAT, ketika PPAT 
mengecek status tanah ke Kantor Pertanahan, ternyata sertifikat tersebut 
ganda. Hal ini bisa terjadi, karena semula tanah negara yang dibebaskan 
atau tanah kosong yang tidak jelas statusnya, kemudian warga mendiami 
tanah tersebut. Karena warga merasa mempunyai hak, maka warga 
mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat. 
 
Menurut Notaris PPAT Seno Budi Santoso, S.H, bahwa beliau sampai 
sekarang, belum menghadapi kasus dalam pembuatan akta jual beli tanah dan 
begitu juga keterangan yang diberikan oleh Camat Nguter selaku PPAT 
Sementara di Kabupaten Sukoharjo, bahwa di wilayah kecamatan Nguter juga 
belum pernah terdapat kasus mengenai pembuatan akta jual beli tanah yang 
dipalsukan data-datanya.  
 
Pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain dalam jual beli 
tanah secara kurang hati-hati, juga merupakan salah satu latar belakang 
terjadinya sengketa tanah. Kekurang hati-hatian ini terjadi karena pada 
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awalnya tidak ada prasangka apa pun pada saat memberikan kuasa kepada 
pihak yang dipercaya. Dengan berlandaskan kepada faktor kepercayaan ini, 
maka pemberian kuasa sering diberikan secara lisan saja, atau kalaupun dibuat 
secara tertulis maka surat kuasa akan dibuat seadanya, sekedar memenuhi 
syarat formal jual beli. Ketidakjelasan pemberian kuasa tersebut dapat 
berakibat pada hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya, penerima kuasa 
melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan atau bahkan lebih 
parah lagi, penerima kuasa menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan 
pribadinya dengan cara memalsukan data.  
 
Surat kuasa tersebut seharusnya dicantumkan jenis kewenangan yang 
diberikan kepada penerima kuasa. Tindakan tersebut diuraikan satu per satu 
sehingga tidak ada tindakan yang dapat dilakukan tanpa seizin dan 
sepengetahuan dari pemberi kuasa. Apabila di kemudian hari terdapat 
masalah, maka surat kuasa khusus tersebut dapat menjadi alat bukti yang 
sangat kuat untuk membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut. Dengan kata 
lain, suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti 
dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.  
 
Setiap sengketa tanah mengenai jual beli, kemungkinan besar PPAT 
atau PPAT Sementara dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan yang 
hanya sebatas dimintakan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya. PPAT 
atau PPAT Sementara tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil 
yang dikemukakan oleh para pihak, apabila para pihak atau salah satu pihak 
dalam jual beli tanah menyampaikan data-data yang palsu seakan-akan asli. 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara dapat dikenakan sanksi pidana, yakni Pasal 55 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila PPAT atau PPAT Sementara tahu 
kalau para pihak menyampaikan data-data yang palsu kepadanya. Berdasarkan 
Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), bahwa “dipidana 
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sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. 
 
 Dalam hal ini, PPAT atau PPAT Sementara dapat dikenakan pidana 
karena turut serta melakukan perbuatan, yakni dalam hal pembantuan, PPAT 
atau PPAT Sementara dijatuhi  maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 
dikurangi sepertiga, misal kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seseorang 
yang dikatakan turut serta melakukan perbuatan apabila seseorang tersebut 
mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan.  
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara juga dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), yakni : 
 
Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun. 
 
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) yang 
terbukti bersalah, tergantung putusan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada. 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta 
Tanah Sementara (PPAT Sementara) yang terbukti bersalah, selain dikenakan 
sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif, ada empat hukuman 
disiplin berupa sanksi administrasi, yaitu : 
 
1. Teguran lisan. 
2. Teguran tertulis. 
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3. Pemberhentian sementara dari jabatan sebagai PPAT/PPAT Sementara, 
yang berkisar dari satu bulan sampai dengan enam bulan, dan 
4. Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan sebagai PPAT. 
 
Sanksi admintrasi tersebut dikenakan kepada Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT 
Sementara) disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau 
kelalaiannya. 
 
Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan secara perdata, tidak 
tertutup kemungkinan juga dikenakan kepada PPAT/PPAT Sementara. Seperti 
yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer), bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 
kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
 
Dalam praktik, apabila akta jual beli tanah yang dibuat PPAT dan 
PPAT Sementara terdapat kasus tentang data palsu, PPAT dan PPAT 
Sementara yang bersangkutan tidak mau terlibat lebih jauh dalam kasus 
tersebut hanya bersedia memberikan kesaksiannya tentang akta yang dia buat 
sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak, karena PPAT dan 
PPAT Sementara menganggap bahwa dirinya bukanlah pihak yang berwenang 
untuk melakukan penyidikan atas kebenaran dan keaslian dari identitas 
penghadap, jadi PPAT dan PPAT Sementara yang bersangkutan tidak mau 
disalahkan dalam kasus tersebut. Tindakan PPAT atau PPAT Sementara yang 
bersangkutan tersebut, dilakukannya demi menjaga nama baik dan 
pekerjaanya. 
 
Menurut penulis, apapun yang terjadi, seorang PPAT atau PPAT 
Sementara dalam menjalankan tugas jabatannya harus disertai dengan 
tanggung jawab dan kepercayaan diri yang penuh, sehingga dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta siap untuk 
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bertanggungjawab jika terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang 
tidak disengaja dalam setiap tindakannya. PPAT atau PPAT Sementara harus 
bertanggung jawab mengenai identitas para penghadap yang merupakan 
pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum, mengenai obyek perbuatan 
hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya, dan  mengenai kebenaran dari 
kejadian yang termuat dalam akta, misalnya mengenai jenis perbuatan hukum 
yang dimaksud oleh para pihak, mengenai sudah dilakukannya pembayaran 
dalam jual beli. Apabila PPAT atau PPAT Sementara tidak mengetahui secara 
pribadi mengenai hal tersebut, PPAT atau PPAT Sementara dapat mencari 
kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta. 
 
Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak disimpulkan melalui 
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian 
hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat 
menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang dalam pembuatan akta 
jual beli tanah tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. 
Pembuatan akta jual beli tanah yang didasarkan pada itikad buruk yaitu data-
data yang disampaikan kepada PPAT atau PPAT Sementara palsu, maka 
akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian dalam 
pembuatan akta jual beli tanah tetap ada sampai adanya putusan dari Hakim 
Pengadilan Negeri.  
 
Seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 mengenai tinjauan tentang Jual 
Beli Tanah yang membahas jual beli secara umum, bahwa jika syarat 
mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi akibat 
paksaan atau penipuan, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Apabila 
Hakim Pengadilan Negeri memutus bahwa adanya cacat hukum pada suatu 
akta akibat data-data yang disampaikan palsu, dapat menyebabkan tidak 
sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian.  
   
Syarat untuk melakukan pendaftaran tanah adalah adanya akta jual 
beli, akta jual beli dapat dibuat PPAT atau PPAT Sementara jika syarat 
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materiil sudah terpenuhi. Apabila syarat materiil tidak dipenuhi atau data-
datanya dipalsukan oleh salah satu pihak, misalnya penjual tidak berhak atas 
tanah yang hendak dijualnya. Maka, akta jual beli tanah yang tidak memenuhi 
syarat materiil menjadi tidak sah, demikian pula sertifikat tanah yang 
diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, tentunya tidak sah pula 
sehingga dapat dibatalkan.  
 
Yang berhak untuk membatalkan sertifikat tanah, menurut Peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1999 adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 
pemberiannya dilimpahkan kepada  Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Tanggung Jawab 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
(PPAT Sementara) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah beserta Akibat 
Hukumnya (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)”, maka penulis menyampaikan 
simpulan dan saran-saran sebagai berikut: 
 
A. Simpulan 
 
       Adapun simpulan yang dapat penulis kemukakan dari uraian-uraian dari 
hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : 
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
di Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu mengecek atau 
memeriksa kesesuaian sertifikat terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan 
karena hal tersebut menjadi syarat pembuatan akta jual beli tanah.  
 
2. Akta yang dibuat PPAT dan PPAT Sementara merupakan salah satu 
sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Oleh karena itu, 
PPAT dan PPAT Sementara berkewajiban untuk memeriksa persyaratan 
jual beli tanah untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Syarat 
jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. 
 
3. Setiap sengketa tanah mengenai jual beli, kemungkinan besar PPAT atau 
PPAT Sementara dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan. PPAT atau 
PPAT Sementara tidak bertanggung jawab atas data-data palsu yang 
disampaikan para pihak atau salah satu pihak dalam jual beli tanah. 
Apabila PPAT atau PPAT Sementara tahu kalau para pihak 
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menyampaikan data-data yang palsu kepadanya, PPAT atau PPAT 
Sementara dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, bahkan 
tidak tertutup kemungkinan dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan 
secara perdata. Namun dalam praktiknya, PPAT maupun PPAT Sementara 
tidak mau terlibat lebih jauh, apabila terjadi kasus mengenai akta yang 
dibuatnya, mereka hanya mau memberikan kesaksian atas akta yang 
dibuatnya. 
 
     Akibat hukum dari data-data yang disampaikan kepada PPAT atau 
PPAT Sementara palsu, adalah dapat dibatalkan. Demikian pula sertifikat 
tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, tentunya 
tidak sah pula sehingga dapat dibatalkan. 
 
B.  Saran 
 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, 
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan 
formal maupun informal kepada PPAT maupun PPAT Sementara, dalam 
suatu forum komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan khususnya 
mengenai PPAT, serta meningkatkan kesadaran PPAT dan PPAT 
Sementara agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan 
perundang-undangan dan tidak melanggar sumpah jabatannya, sehingga 
timbulnya kasus pada akta dapat dihindari. 
 
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
dalam membuat akta jual beli tanah harus teliti, cermat, hati-hati, dan tidak 
boleh ceroboh. Kemampuan meneliti dan memeriksa sangat diperlukan 
sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi Camat selaku 
PPAT Sementara yang tugasnya sangat kompleks sebagai Pegawai Negeri 
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Sipil, dan Camat kebanyakan bukan dari Sarjana Hukum jadi harus teliti 
serta harus mempunyai pengalaman dan penguasaan materi di bidang 
hukum perjanjian/perikatan serta hukum pertanahan supaya benar-benar 
menguasai masalah tanah, demi kesempurnaan dalam pembuatan akta. 
 
3. Kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat harus ditingkatkan 
antara lain melalui penyuluhan- penyuluhan hukum, penyebaran pamflet- 
pamflet yang berkaitan dengan masalah hukum tanah dengan bahasanya 
yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat awam, atau 
melalui bahan- bahan bacaan lainnya, dan juga melalui mass media 
sehingga dengan melalui berbagai macam cara tersebut diharapkan 
masyarakat yang tadinya buta hukum dapat mengetahui dan mengerti 
hukum. Dan apabila sudah mengetahui dan mengerti hukum, maka hal ini 
akan dapat meningkatkan derajat kepatuhan dan kesadaran hukum dari 
masyarakat di bidang hukum pertanahan. 
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